
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernenntahan 
Daerah (Lembaran Negara Repub!!k Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebaqaunana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tenlang Penetapan Peraturan 
Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tenlang Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahon 2005 Nomor 106, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), 
sebagaimana tetah dlubah terakrur dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan 
n~or'<!:ik II o"'ko""-:)n l\.lo,.,o,.-:) Pon1 ~~Htr lnAru"lioc-1~ T-:)ht ""' ")(lnA 

Undang-Undang Nomor ·13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerati-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Ojawa 
Tengah (Serita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 
1950); 

1. Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b, huruf 
c, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum, oenu menetapkan deocan Keoutusan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pedoman 
Teknis Tata Kerja Kornlsl Pemilihan Umum Kabupalen Banyumas. 
Panitia Pemilinan Kecamatan, Panitla Pemungutan Suara, Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakruran Data 
Pem11ih dalam Perruuhan Umum Bupau dan Wakrl Bupati Banyumas 
Tahun 2013; 

Menimbang 

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA 
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS 

PAt~ITIA PEiv11LIHAt.J KECArviATAi~. PAi"ITIA PEMUt~GUTAi~ SUARA. 
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN 

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATAPEMILIH 
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013 

TENT ANG 

NOMOR 06/Kpts/KPU-Kab-012. 329373/2012 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KC..BUP.A.TEN B.A.NYUMAS 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN BANYUMAS 

11: SALINAN ir 

• 

• 

"\ 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan 

tentang Pedoman Penqelotaan Keuangan Daerah: 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
Repub!ik Indonesia Tahun 2005 Nemer 140, Tarnbahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

7. 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); . 

Pemillhan; Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan 
Le_mbaran . Negara _ Republik Indonesia Nornor _ _4480), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan 
Atas Peraturan · Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang 
·Pomilihon PonnoC!!:llh!:lln Ponn!:llnnl.-!:llf!:lln rl!:lln Pemberhentian I ""11111111\,.UI, I Vll:::::J'-""""""'' ..... 11 I ""11~'-"11~1'\."""'""'411 "'9"""11 I '-"111U'-'111'-I' 1'"1'-"11 

Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 
Indonesia Tahun 2011 · Nomor 101, Tambahan Lernbaran 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Roni 1hlil£ lnrlnnoC!io l\.lnmnr ""~4\· 
I '""t"''•01Jlll'\. II l~"'I l'W'VI ..... I -.""111""1 ""~"' /J 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5189); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
(Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
?nQA +onk1nn Partai Politik /I omhoron l\.lonoro Roni 1hlil£ 
~"" '-' 11.'-'1111."'41 I~ I VI 1.'-41 I "''' U'\. \&-'°"11 IW\.AI '°"''I I,.""'~"""'' VI I '"""t"""IU'lll'\. 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
l\lnmnr AAAA\· 
I 'WVl 1 IVI 1'"'11 }J 

i' 
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14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum· Nomor 9 Tahun 201 O 
tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal 
Pi::on\/i::oli::onnni::iri::ii::in Pi::omilihi::in I lm11m I< i::oni::ili::i ni=ii::ori::ih rii::in \/\/i::il<il 

dan V\laki! Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara; 

dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 15 Tahun 201 O tentang Perubahan Atas 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 
tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan 
Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah 

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 
tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan 

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 
tentang Kade Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 
tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan 
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan 
Sekretarlat k'nmi~i Pemilihan 1 lmrrm Kabuoaten/kota: '-'Vl,IVL 11 ...... L l'-Vllll'-11 I ""'111111 1'"411 '-"111\.Alll '-\.AUUtJ'""''-'-'1111'-""L"'"4J 

Pernillhan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemllihan 

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 37 Tahun 2008; 

2008 dan telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Komisi .Pemlllhan _ Umum 
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana 
ni11hoh Denoan Dorot11ron k'nmi~i Domilihon 1 lmrrm f\lnmnr 
LJ'IU...,'""411 '-'VI ~Ull I V1""'4 .. U1""'411 l'\.""1111"'1 I '-'11111111\,..C.ll '-"111\.dlll 1•VlllVI 

dan Peraturan Kornisi Pemtlihan Umum Nornor 37 Tahun 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 . 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 

Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala 
nooroh rfon \/\/ol.-il k'onolo nooroh· 
....,""'4¥1 '-41 I U'-411 V V""'l'll I '-""f'-''-"'IU ._,t..4""1 I.Al 11 
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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KASUPATEN 
SANYUMAS TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI 
PEMILIHAN UMUM KASUPATEN SANYUMAS, PANITIA 
Pl=l\1111 11--f.dN l<l=('.dl\n.dT.dl\l P.dl\llTl.d Pl=l\11111\1~1 IT.dl\l ~11.dR.d n.dl\l 

MEMUTUSKAN: 

Pemilihan Umum Kabupaten Sanyumas, Panitia Pemilihan 
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas 
Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemiihan Supati dan Wakil 
Supati Sanyumas Tahun 2013 

tangga! 29 Aprll 2013 tentang Pedoman Teknls Tata Kerja Kornlsl 
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanyumas 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanyumas 
Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Tahapan, 
Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
Supati dan Wakil Supati Kabupaten Sanyumas Tahun 2013; 

1. 

Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala 
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemitlhan 
Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 
Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan 
Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan 
Pelantikan; 

18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 
tentang Pedornan Teknls Tata Cara Penca!cnan Pemilihan 

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 

Kepala Daerah; 

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 
tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar 
Pa.milih dalarn Pernilihan 1 lmr rm l{'a.nolo noa.roh rlon \/\/olJ-il 
1 "''''''''' ....... , ....... ,,, 1 "'1111111'-"'' '-'''''""''' '''-"t-'"""'""" ......,...._""'"""''' ............ , vv"""''"'' 

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 O Nomor 300); 

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata 
Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, 
Panitia Pa.mr 1nn11ton ~11oro dan l<a.lnmnnlJ- Penvelenccara I '-"1111.""" I "111"411~ ....... ._..ll ""'"""""'"""I ........... ''""l\Jlllt-'\JI'\ I"" IJ"""""' ~~'-41""" 

2010 Nemer 299); 
Kepala Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 

Menetapkan 

Memperhatikan 
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AAN ROHAENI 

Ttd 

KETUA 

: Purwokerto 
: 29 April 2012 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

Keputusan irn rnulai berl.aku sejak tanggal1 ditetapkan dengarn 
ketentuan apabila dikemudian hari terdspat kekellruan akan dilakukan 

KE DUA 

Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 terdapat dalam 
Lampiran, yang msrupakan bagian tak terpisahkan dari Kepunisan 
Int: 

Pedoman Teknis Tata Kerja IKomfsi Pemirlihan Urnurn Kaoupaten 
Banyumas, Pannia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara 

KESATU 

UMit!M BUPAT! D.AN \/VAKIL 8UPAT! BANYUMAS TAHUN 2013 
PETUGAS P1EMLITAKHIRAN DATA PEMIUHI DALAM l?EMllLl'HAN 
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2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut 

C. KETENTUAN UMUM 

Daiam keputusan ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, 

selanjutnya disebut Pilbup Banyumas Tahun 2013 adalah sarana 

peiaksanaan kedauiatan rakyat di Kabupaten Banyumas untuk memiiih 

Bupati dan Wakil Bupati Banyumas masa jabatan 2013 - 2018 yang 

diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 

berdasarkan Pancasiia dan Undanq-Undanq Dasar Negara Repubiik 

Indonesia Tahun 1945. 

Agar penyeienggara Pemiiihan Umum Bupati dan vVakii Bupati Banyumas 
Tahun 2013 dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai 
peraturan perundang-undangan, kode etik, dan asas penyelenggara 
pemilu, 

8. TUJUAN 

Umum Kabupaten Banyumas, PPK, PPS, dan KPPS dalam 
penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

·'sanyumas iahun-~bi:3. 

b. Pedoman teknis ini disusun sebaqai pedornan bagi Kornisi Pemilihan 

menjalankan tugas sesuai hirarki dengan memperhatikan asas 
penyelenggara pemilihan umum. 

dan KPPS. Hai dernikian diupayakan agai penyelenqqara pemilu dapat 

a. uatarn penyeienggaraan Pemilihan Umum Kepaia Daerah dan vVakii 
Kepala Daerah, KPU Kabupaten Banyumas mempunyai wewenang 
untuk menetapkan Tata Kerja KPU Kabupaten Banyumas, PPK, PPS, ·, . ., ·~ ._ •·. - 

A. PENDAHULUAN 

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA 
KOMISI PEMJUHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS 

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, 
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS 

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN 
WAKIL ·BUPATI KABUPATEH BAN-YUMAS 

TAHUN 2013 

Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Banyumas 
Nomor : 06/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 
Tanggal: 29 April 2012 
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d. PPK dan PPS dibentuk paiing iambat 6 (enam) buian sebeium hari 

dan tanggal pemungutan suara. 

b. PPK dan PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Banyumas 

c. PPDP dan KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU 

Kabupaten Banyumas 

masing-masing dibentuk PPK dan PPS dan KPPS. 

a. Untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat 

Keeamatan. Desa/Kel-uraha--n --dan Temoat Pemunautan Suara. 
' I ""' ' 

2. PPK, PPS dan KPPS 

b. KPU Kabupaten berkedudukan di ibukota Kabupaten Banyumas. 

1. KPU Kabupaten Banyumas 

a. KPU Kabupaten Banyumas adalah penyelenggara Pemilu Bupati 

dan \/Vakii Bupati Banyumas. 

D. PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN 

membant-u- -P-PS- d-af-arn memutakhirkan data pemHih: 

6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP, adalah 

petugas pemutakhiran data pemilih yang dibentuk oleh PPS untuk 

5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut 

KPPS, adalah keiompok yang dibentuk oieh PPS untuk 

menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat 

pemungutan suara. 

4. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia 

yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Banyumas untuk 

menye!enggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyurnas di tinqkat 

Desa/Kelurahan. 

3. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia 

yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Banyumas untuk 

menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas di tingkat 

Kecamatan. 

Bupati dan Wakil Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud dalarn 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum. 

-. 
'-;:, 

- 2 - 
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E. KEANGGOT AAN, KESEKRETARIATAN DAN MASA TUGAS 
1. Keanggotaan 

a. KPU Kabupaten Banyumas 

1 ). Anggota KPU Kabupaten Banyumas sebanyak 5 (lima) orang 

yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan anggota. 

2). Ketua KPU Kabupaten Banyumas dipilih dari dan oleh anggota 

KPU Kabupaten Banyumas. 

b. PPK 

1 ). Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh 

masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari: 

a). i (satu) orang ketua merangkap anggota; dan 

b). 4 (empat) orang anggota. 

2). Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK. 

3). Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oieh KPU Kabupaten 

Banyumas. 

4). Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan 

perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puiuh perseratus). 

c. PPS 

1 ). Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh 

masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari: 

a). 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan 

b). 2 (dua) orang anggota. 

2). Ketua PPS dipiiih dari dan oieh anggota PPS. 

3). Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten 

Banyumas atas usul bersama Kepala Desa/Kelurahan dan 

Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan iainnya. 

4). Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan 

. perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). 

i. PPDP berkedudukan pada kantor PPS 

h. KPPS berkedudukan di tempat pemunqutan suara. 

e. KPPS dibentuk selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari 

sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. 

f. PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan. 

g. PPS berkedudukan di desa/kelurahan. 

- 3 - 
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d. KPPS 
1 ). Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota 

masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari: 

a). 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan 

b). 6 (enam) orang anggota. 

2). Ketua KPPS dipiiih dari dan oieh anggota KPPS. 

3). Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib 

dilaporkan kepada KPU Kabupaten Banyumas. 

4). · Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakiian 

perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). 

e. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai 

berikut: 

1 ). Warga Negara Republik Indonesia; 

2). Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; 

3). Setia kepada Pancasiia sebagai dasar negara dan Undang­ 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. 1945 dan cita­ 

cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 

4). Berdomisiii di wiiayah kerja PPK, PPS dan KPPS; 

5). Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; 

6). Sehat jasmani dan rohani; 

7). Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK, 

PPS 

8). Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang teiah memperoieh kekuatan hukum tetap karena meiakukan 

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) 
tahun atau lebih; 

9). Tidak menjadi anggota Partai Poiitik yang dinyatakan dengan 

surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai 

Poiitik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus 

Partai Politik yang bersangkutan; 

10). Tidak menjadi Tim Kampanye dan/atau Juru Kampanye 

Pasangan Caion Bupati dan Wakii Bupati Banyumas; 

11 ). lzin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan langsung 

bagi Pegawai Negeri Sipil; dan 
12). Tidak menjadi panitia pengawas atau pemantau. 

• 

> 
- .... ~ 
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i ). Daiam meiaksanakan tugasnya, PPK dibantu oieh sekretariat 

yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang 

memenuhi persyaratan . 

2). PPK meiaiui KPU Kabupaten Banyumas rnenqusulkan 3 (tiga) 

nama calon Sekretaris PPK kepada Bupati Banyumas untuk 

selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai 

Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati Banyumas. 

3). Pegawai sekretariat PPK terdiri dari: 

a). seorang sekretaris. 

b). seorang bendahara 

c). Seorang staf administrasi dan keuangan 

4). Personil sekretariat PPK diusulkan oleh sekretaris PPK setelah 

berkordinasi dengan camat, kepada Bupati Banyumas untuk 
ditetapkan sebagai staf sekretariat PPK. 

c, PPS 

t) Daiam meiaksanakan tugasnya, PPS dibantu oieh sekretaris 

yang memenuhi persyaratan dan dibantu oleh satu orang staf 

administrasi dan keuangan 

2) PPS berkordinasi dengan Kepaia DesaiKeiurahan untuk 

menunjuk Sekretaris PPS dan satu orang staf administrasi 
dan keuangan untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala 
DesaiKei urahan 

2. Kesekretariatan 

a. KPU Kabupaten Banyumas 
i). Daiam meiaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten Banyumas 

dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari 

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. 
2). Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas bertanggungjawab kepada 

KPU Kabupaten Banyumas. 

3). Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas terdiri dari: 

a). Sekretaris. 

b). Subbagian Program dan Data. 

c). Subbagian Teknis dan Hupmas. 

d). Subbagian Hukum. 

e). Subbagian Keuangan ,Umum dan Logistik 

b. PPK • 

I 
'2- 
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Wakil Bupati Banyumas dalam wilayah kerjanya; 
4). Mernbentuk PPK, PPS, dan KPPS dalarn Pernilu Bupati dan 

a. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Banyumas dalam 

penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 

meliputi: 

1 ). Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Bupati 

dan Wakil Bupati Banyumas; 
2). Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten 

Banyumas, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan 

Vvakii Bupati Banyumas dengan memperhatikan pedoman dari 

KPU dan/atau KPU Provinsi; 

3). Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk 

tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil 

Bupati Banyumas berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

• 

F. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN 

berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal 

pemungutan suara atau bulan April 2013. 
b. Tugas PPS dan Sekretariat PPS dimulai 6 (enam) bulan sebelum 

hari atau bulan Agustus 2012 dan tanggal pemungutan suara dan 
berakhir oalina larnbat 2 l dua) bu Ian setelah hari dan tanaaal 

J """ '\ I """'"'"" 

pemungutan suara atau bulan April 2013 . 

c. Tugas KPPS dimulai paling lambat 21 ( dua puluh satu hari) 

sebelum hari dan tanggal pemungutan suara atau tanggal 27 Januari 

2013 dan berakhir 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal 

pemungutan suara atau 24 Februari 2013. 

• 

hari dan tanggal pemungutan suara atau bulan Agustus 2012 dan 

3) PPS berkordinasi dengan Kepala Desa/Kelurahan untuk 

mengusulkan Sekretaris PPS dan satu orang staf administrasi 

dan keuangan yang berasal dari PNS kepada Bupati 

Banyumas melalui KPU Kabupaten Banyumas 

3. Masa Tugas 
a. Tugas PPK dan sekretariat PPK dimulai 6 (enam) bulan sebelum 

- 6 - 

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas



11 ). Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Banyumas untuk 

mengesahkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 

dan mengumumkannya, 

12). Mengumumkan pasangan calon terpilih dan dibuatkan berita 

acaranya; 

13). Melaporkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 

kepada KPU melalui KPU Provinsi; 

i4). iviemeriksa pengaduan daniatau iaporan adanya peianggaran 

kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS; 

15). Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang 

disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Banyumas; 

memperhatikan data pemilu terakhir dan menetapkan data 

pemilih sebagai daftar pemilih; 

7). Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan 

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas; 
8). Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala 

daerah Kabupaten Banyumas yang telah memenuhi persyaratan; 

9). Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan 

suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas berdasarkan 

rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah 

kabupaten Banyumas ; 

10). Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat 

sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada 

yang dlsiapkan dan diserahkan oleh pemenntah dangan 

5). Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan 

semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil 

Bupati Banyumas berdasarkan peraturan perundang-undangan 

dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/ atau KPU 

Provinsi; 

6). Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan 

' ,, 
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b. KPU Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati 
dan \/Vakii Bupati Banyumas berkewajiban: 

1 ). Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu 

dengan tepat waktu; 

2). Memperiakukan peserta Pemiiu Bupati dan Wakii Bupati 
Banyumas secara adil dan setara; 

3). Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu 

Bupati dan V\iakii Bupati Banyumas kepada masyarakat; 

4). Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

5). Menyampaikan iaporan pertanggungjawaban semua kegiatan 
penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 

kepada KPU melalui KPU Provinsi: 

Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang sedang berlangsung 

berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Banyumas dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

17). Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan 

Wakil Bupati Banyumas dan/atau yang berkaitan dengan tugas 

KPU Kabupaten Banyumas kepada masyarakat; 

18). Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan pedoman KPU daniatau KPU Provinsi; 

19). Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan 

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas; 

20). Menyampaikan hasii Pemiiu Bupati dan Wakii Bupati Banyumas 

kepada, Menteri Dalam Negeri, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bupati Banyumas, dan Dewan 
Perwakiian Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas; dan 

21). Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh 

KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

mengakibatkan teiganggunya tahapan penyelenggaiaan Pemilu 

16). Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan 

sementara kepada anggota PPK, · PPS, sekretaris KPU 

Kabupaten Banyumas, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten 

Banyumas yang terbukti melakukan tindakan yang 
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7). Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Banyumas 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

8). Menyampaikan iaporan penooix mengenai tahapan 

penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 

kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan 

tembusannya kepada Bawasiu meiaiui Panwasiu Kabupaten 

Banyumas; 

9). Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten 

Banyumas dan ditandatangani oieh ketua dan anggota KPU 

Kabupaten Banyumas; 

10). Menyampaikan data has ii Pemilu Bupati dan Wakil Bupati 

Banyumas dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten 
Banyumas kepada peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati 

Banyumas paling lama 7(tujuh) hari setelah rekapitulasi di KPU 

Kabupaten Banyumas; 

11). Melaksanakan keputusan DKPP 

12). Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan 

KPU Provinsi; dan atau peraturan perundang-undangan 

2. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi: 

a. Membantu KPU Kabupaten Banyumas dalam melakukan 

pemutakhiran data pemiiih, daftar pemiiih sementara, daftar pemiiih 

hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; 

b. Membantu KPU Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan 

Pemiiu Bupati dan VVakii Bupati Banyumas ; 
c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan 

Wakil Bupati Banyumas di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan 

oieh KPU Kabupaten Banyumas; 

d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU 
Kabupaten Banyumas; 

e. Mengumpuikan hasii penghitungan suara dari seiuruh PPS di 
wilayah kerjanya; 

ditetapkan oleh KPU dan ANRI; 

6). Mengelola, memelihara dan merawat arsip I dokumen serta 

melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip 

yang disusun oleh KPU Kabupaten Banyumas dan lembaga 

kearsipan Kabupaten Banyumas berdasarkan pedoman yang 
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h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada 

huruf f kepada seluruh peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati 

Banyumas; 

i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat 

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi 

peserta Pemiiu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas , kepada 

Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Banyumas; 

j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang 

disampaikan oieh Panwasiu Kecamatan; 

k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas di 
wiiayah kerjanya; 

I. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil 

Bupati Banyumas dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan 

wewenang PPK kepada masyarakat; 

m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan 

oleh KPU Kabupaten Banyumas sesuai dengan peraturan 
perundang-u ndangan; 

n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan 

oleh undang-undang. 

3. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meiiputi: 

a. Membantu KPU Kabupaten Banyumas dan PPK dalam melakukan 
pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih 

hasii perbaikan, dan daftar pemiiih tetap; 

b. Membentuk KPPS; 

c. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih sebanyak 1 (satu) 

orang untuk setiap TPS yang diambiikan dari pengurus RTiR\tV atau 
sebutan lain; 

d. Mengumumkan daftar pemilih sementara; 

e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemiiih 
sementara; 

3:. 
1, 

f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana 

dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh Saksi 

peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas; 

g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf 
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penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas di 
wilayah kerjanya; 

q. iVieneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari 

yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap 
TPS; 

r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang 

disampaikan oleh Pengawas Pemilu lapangan; 

p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah 

penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; 

Pemilu Lapangan, dan PPK; 

Wakil Bupati Banyumas; 

o. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat 

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi 

peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, Pengawas 

j. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan 

Wakil Bupati Banyumas di tingkat Desa/Kelurahan yang telah 

ditetapkan; 

k. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di 

wilayah kerjanya; 

I. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana 

dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi 

Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dan Pengawas 
Pemilu Lapangan; 

m. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh 

TPS di wilayah kerjanya; 

n. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana 

i. Menyal11paikan daftar pernilih tetap kepada PPK; 

f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar 

pemilih sementara ; 

g. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana 

huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap; 

h. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU 

Kabupaten Banyumas melalui PPK; 
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oleh KPU Kabupaten Banyumas, PPK, dan PPS sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; dan 

k. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan 

oeraturan oerundana-undanaan. 

J· Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang dlberikan 

kepada Saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, 

Pengawas Pemilu lapangan, dan PPS, PPK melalui PPS; 

h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas 

Pemilu lapangan ; 

i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan 

sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada 

hari yang sama; 

membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya 

pemungutan suara; 

f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah 

penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; 

g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta 

Bupati dan V./akIT Bupafi Banyurnas dan masyarakat pada hari 

b. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada Saksi peserta Pemilu 

Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang hadir dan pengawas 

Pemilu lapangan; 

c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; 

d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS; 

e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang 

disampaikan oleh saksi, pengawas Pemilu lapangan, peserta Pemilu 

perundang-undangan;dan 

w. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan 

oleh undang-undang. 

4. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi: 
a. Menaumumkan dan rnenemoelkan daftar oemilih tetao di TPS: 

""" I I I ' 
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t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil 

Bupati Banyumas dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan 

wewenang PPS kepada masyarakat; 
u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil 

Bupati Banyumas ; 
v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan 
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G. MEKANISME KERJA KPU KABUPATEN BANYUMAS, PPK, PPS DAN 
KPPS 

1. KPU Kabupaten Banyumas 

a. Mekanisme Pengambilan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas 

Pengambiian keputusan KPU Kabupaten Banyumas diiakukan 

dalam rapat pleno. 

1 ). Jenis Rapat 

a). Jenis rapat pieno adaiah : 

(1). Rapat pleno tertutup; dan 

(2). Rapat pleno terbuka. 

b). Penetapan hasii Pemiiu Bupati dan \/Vakii Bupati Banyumas 

dan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan oleh KPU 

Kabupaten Banyumas dalam rapat pleno terbuka. 

2). Keabsahan Keputusan 

a). Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyumas sah apabila dihadiri 

oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU 
Kabupaten Banyumas yang dibuktikan dengan daftar hadir. 

b). Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten Banyumas sah 

apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 

anggota KPU Kabupaten Banyumas yang hadir. 

c). Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud 

pada angka (2), keputusan rapat pleno KPU Kabupaten 

Banyumas diambii berdasarkan suara terbanyak. 

d). Dalam hal tidak tercapai quorum, khusus rapat pleno KPU 

Kabupaten Banyumas untuk menetapkan rekapitulasi hasil 

penghitungan suara Pemiiu Bupati dan \/Vakii Bupati 

Banyumas ditunda selama 3 (tiga) jam. 

e). Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud 
pada huruf (d) dan tetap tidak tercapai quorum, rapat pieno 

dilanjutkan tanpa memperhatikan quorum 

f). Khusus rapat pleno KPU Kabupaten Banyumas untuk 

menetapkan rekapituiasi hasii penghitungan suara Pemiiu 

Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tidak dilakukan 

pemungutan suara. 
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3). Undangan Rapat Pleno 
a). Undangan dan agenda rapat pleno · KPU Kabupaten 

Banyumas disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari 

sebelumnya. 
b), Rapat pleno dipirnpin oleh ketua Ketua KPU Kabupaten 

Banyumas 

c). Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU Kabupaten 

Banyumas dipimpin oieh salah satu anggota yang dipilih 

secara aklamasi. 
d). Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas wajib memberikan 

dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno. 

4). Penandatanganan 

-a), Ketua KPU Kabupaten Banyumas wajib menandatangani 

penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 

Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang diputuskan dalam 

rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga ) hari. 

b). Dalam hal penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara 

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tidak 

ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Banyumas dalam 

waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a) 

salah satu anggota KPU Kabupaten Banyumas 
menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan 

suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 

c). Dalam hal tidak ada anggota KPU Kabupaten Banyumas 

yang menandatangani penetapan rekapitulasi hasil 

penghitungan suara Pemilu Bupati dan V\/akil Bupati 

Banyumas, dengan sendirinya rekapitulasi hasil penghitungan 

suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas di tingkat 

Kabupaten Banyumas dinyatakan sah dan berlaku. 

b. Pertanggungjawaban KPU Kabupaten Banyumas 

1 ). Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten Banyumas 

bertanggungjawab kepada KPU Provinsi Jawa Tengah 
2). KPU Kabupaten Banyumas menyampaikan laporan kinerja dan 

penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 

secara periodik kepada KPU Provinsi Jawa Tengah; 

> ,, 
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2). Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati 

Banyumas; 

3). Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Banyumas 

penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang 

ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyumas ; 

2). Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan 

Vvakii Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud angka ; ) sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; dan 

3). Memberikan layanan administrasi, . ketatausahaan, dan 

kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

c. Berkewajiban: 

perlengkapan mendistribusikan dan 1 ). Mengadakan 

peraturan perundang-undangan. 

b. Berwenang: 

2). Memberikan dukungan teknis administratif; 

3). Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Banyumas. 

dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati 

Banyumas; 

4). Membantu pendistribusian pertengkapan penyelenggaraan 

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas; 

5). Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan 

KPU Kabupaten Banyumas 

6). Memfasilitasi penyelesaian rnasalah dan sengketa Pemilu Bupati 

dan Wakil Bupati Banyumas ; 

7). Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan 

pertanggungjawaban KPU Kabupaten Banyumas; dan 

~-- \J\f-t,:1 o. ·--": r:>--· .. ·---· Uc::ll 1 V VCll'\.11 DUIJCILI DCll lYUI I ICl.:i, 

3). KPU Kabupaten Banyumas menyampaikan laporan kegiatan 

setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati 

Banyumas kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Banyumas. 

2. Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas 

a. Bertugas: 

1 ). Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu Bupati 

. 
'' 
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1 ) . Bertugas: 

a). Memimpin kegiatan PPK; 

b). Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK; 

c). Mengawasi kegiatan PPS; 

d). Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu 

untuk keiancaran peiaksanaan tugas; 

e). Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara 

sementara secara berkala, dengan manual dan atau 

eiektronik 

f). Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi 
penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 

(dua) orang anggota PPK serta dapat ditandatangani oieh 

saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh 

Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya 

tim kampanye tingkat kabupaten; 

g). Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan 

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 

; (satu) orang saksi yang mewakiii saksi peserta Pemiiu 

Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang hadir; dan 

h). Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu · untuk 

keiancaran penyeienggaraan Pemiiu Bupati dan VVakii Bupati 

Banyumas sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh 

KPU Kabupaten Banyumas. 

2). Apabiia Ketua PPK berhaiangan, tugasnya dapat diiaksanakan 

oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar 

anggota. 
b. Anggota PPK 

1 ). Tugas anggota PPK adalah: 
a). Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas; 

b). Meiaksanakan tugas yang ditentukan oieh ketua PPK; 

c). Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang­ 

undangan yang berlaku; dan 

d. Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas bertanggung jawab dalam 

hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

3. PPK 

' '. 
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penyelenggaraan mempertanggungjawabkan keuangan 

dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam rapat PPK. 

b). Rapat PPK dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan 

ketua PPK. 

c). Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 

(satu) hari sebelum pelaksanaan rapat. 

d). Dalam rapat, dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok 

PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
2). Mekanisme Rapat 

a). Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota. 

b). Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan 

bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK. 

c). Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang 

sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat. 

d). Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara 

musyawarah untuk mufakat; 

e). Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan 

secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan 

suara terbanyak. 

d. Sekretariat PPK: 

1 ). Sekretaris PPK bertugas: 

a). Membantu pelaksanaan tugas PPK; 

b). Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK; 

c). Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; 

d). Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK ; 
e). Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPK 

bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK. 

2). Staf Sekretariat PPK bertugas 
a). Bendahara Pembantu Pengeluaran bertugas mengelola dan 

• 

PPK anggota dan ketua tug as a). Pelaksanaan 

d). Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai 

bahan pertimbangan. 
2). Dalam melaksanakan tugas, Anggota PPK bertanggung jawab 

kepada Ketua PPK. 

c. Rapat PPK 

1 ). Agenda Ra pat 

. ,. - 17 - 
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4. PPS 

a. Ketua PPS 

1 ) . Bertugas : 

a). Memimpin kegiatan PPS; 

b). Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS; 

c). Memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS; 

d). Mengawasi kegiatan KPPS; 

e). Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

f). Meiaksanakan kegiatan iain yang dipandang periu untuk 

kelancaran penyelenggaraan sesuai dengan kebijakan yang 

ditentukan oleh KPU Kabupaten Banyumas. 

2). Apabiia Ketua PPS berhaiangan, tugasnya dapat diiaksanakan 

oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar 

anggota. 

b. Anggota PPS 

1 ). Bertugas: 

a). Membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas; 

b). Meiaksanakan tugas yang ditentukan oieh Ketua PPS; 

c). Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang­ 

undangan yang berlaku; dan 

d). Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai 

bahan pertimbangan. 

2). Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggung jawab 
kepada ketua PPS. 

c. Rapat PPS 

1). Agenda Rapat 

a). Peiaksanaan tugas PPS dimusyawarahkan dan ditetapkan 

dalam rapat PPS. 

c). Dalam melaksanakan tugasnya staf Sekretariat PPK 

bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK. 
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Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 di 

tingkat PPK. 

b). Staf Sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai 

tugas membantu menyiapkan segala urusan tata usaha dan 
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PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2). Mekanisme Rapat 

a). Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota. 

b). Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan 

bertanggung jawab terhadap semua hasii rapat PPS. 

c). Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang 

sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat. 

d). Pengambiian keputusan pada dasarnya diiakukan secara 

musyawarah untuk mufakat. 

e). Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan 

secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambii 

keputusan dari suara terbanyak. 

d. Sekretariat PPS 

i . Sekretaris PPS bertugas : 

a). Membantu pelaksanaan tugas PPS 

b). Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS 

c). Meiaksanakan tugas yang ditentukan oieh PPS 

d). Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS 

e). Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPS 
bertanggungjawab kepada PPS meiaiui Ketua PPS 

2. Staf Sekretariat PPS 

a). Staf Sekretariat PPS urusan tata usaha dan keuangan 

mempunyai tugas menyiapkan segaia urusan tata usaha, 

pembiayaan dan administrasi PPS dan 

mempertanggungjawabkan keuangan serta menyimpan bukti 

kas pembiayaan Pemiiu Bupati dan \!Vakii Bupati Banyumas 

tahun 2013 untuk kegiatan PPS. 

b). Dalam melaksanakan tugasnya staf Sekretariat PPS 

bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS 

d). Dalam rapat, dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok 

b). Rapat PPS dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan 

Ketua PPS. 

c). Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 

(satu) hari sebelum pelaksanaan rapat. 

,_ 
'' 
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a. Ketua KPPS 

1 ). Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan 

pemungutan suara dan penghitungan suara daiam Pemiiu Bupati 

dan Wakil Bupati Banyumas adalah : 

a). Memberi penjelasan kepada anggota KPPS tentang tugas­ 

tugas yang harus diiaksanakan; 

b). Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan 

suara kepada masyarakat melalui sarana komunikasi yang 
iazim di daerah setempat; 

c). Menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk 

memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum 

daiam daftar pemiiih tetap untuk tiap TPS; 

d). Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan 

e). Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang 
· ditandatangani oieh Tim Peiaksana Kampanye Tingkat 

Kabupaten yang akan bertugas di TPS. 

2). Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilu 

Bupati dan Wakii Bupati Banyumas di TPS adaiah: 

a). Memimpin kegiatan KPPS; 

b). Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang 

ditandatangani oieh Tim Peiaksana Kampanye Tingkat 

Kabupaten yang akan bertugas di TPS; 

c). Melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan 

TPS dan saksi yang hadir terhadap segaia sesuatu yang 

berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan 

dan penghitungan suara di TPS; 

d). Memimpin peiaksanaan kegiatan pemungutan suara; 

e). Membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu 

setempat; 

f), Mengambii sumpahijanji para anggota KPPS dan saksi yang 
hadir; 

5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih 

Bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih 

sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap atas 

petunjuk PPS. 
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H. SUMPAH/JANJI 
1. Sebelum menjalankan tugas, PPK, PPS dan KPPS mengucapkan 

sumpahijanji. 
2. Sumpah/janji anggota PPK, PPS dan KPPS sebagai berikut. 

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: 

waktu setempat. 

3). Tugas ketua KPPS dalam penghitungan suara di TPS adalah: 

a). Menyiiahkan para pemiiih untuk duduk dengan tertib bagi 

yang akan mengikuti penghitungan suara; 

b). Memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS; 

c). Menandatangani berita acara dan sertifikat hasii 

penghitungan suara di TPS bersama-sama sekurang­ 

kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat 

ditandatangani oien saksi yang hadir yang memiiiki surat 

mandat dari tim kampanye peserta Pemilu Bupati dan Wakil 

Bupati Banyumas tingkat Kabupaten; dan 

d). Meiaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

4). Dalam melaksanakan tugas, Ketua KPPS bertanggungjawab 

kepada PPS meiaiui Ketua PPS. 

5). Setelah selesai pemungutan suara dan penghitungan suara di 

TPS pada hari itu juga ketua KPPS menyerahkan berita acara 

sertifikat hasii penghitungan suara, surat suara dan aiat 

kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara 

di TPS kepada ketua PPS. 
b. Anggota KPPS 

1 ). Anggota KPPS bertugas 

a). Membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan 

b). Meiaksanakan tugas yang ditentukan oieh ketua KPPS. 

2). Dalam melaksanakan tugas anggota KPPS bertanggungjawab 

kepada Ketua KPPS. 
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g). Menandatangani berita acara dan surat suara tambahan 

sebanyak 2,5 % (dua setengah perseratus), secara bersama­ 

sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS. 

h). Menandatangani surat suara; dan 
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Dalam hal terdapat Anggota KPPS meninggal dunia, mengundurkan 

diri, dan tidak memenuhi syarat (TMS) dapat dilaksanakan penggantian 

antar waktu dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut : 

3. Penggantian Antar VVaktu ,A,nggota KPPS 

Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU 

Nornor 1 o Tahun 201 o. 
2. Penggantian Antar Waktu Anggota PPS 

Dalam hal terdapat Anggota PPS meninggal dunia, mengundurkan diri, 

dan tidak memenuhi syarat (TMS) dapat dilaksanakan penggantian 

antar waktu dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut : 

a. KPU Kabupaten Banyumas dapat menetapkan berdasarkan 

peringkat berikutnya dari daftar hasii seieksi caion anggota PPS. 

b. Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 3 orang, KPU Kabupaten 

Banyumas melaksanakan pembentukan PPS sesuai Peraturan KPU 

Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU 

Nomor 10 Tahun 2010. 

I. PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS 
1. Penggantian Antar Waktu Anggota PPK 

Dalam hal terdapat Anggota PPK meninggal dunia, mengundurkan diri, ' 

dan tidak memenuhi syarat (TMS) dapat dilaksanakan penggantian 

antar waktu dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut : 

a. KPU Kabupaten Banyumas dapat menetapkan berdasarkan 

peringkat berikutnya dari daftar hasil seleksi calon anggota PPK. 

b. Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 5 orang, KPU Kabupaten 

demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau 

golongan." 

Pernilu Bupati dan \/Vakil Bupati Banyurnas Tahun 2013, tegaknya 

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai 
anggota PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja 

dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya 
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AAN ROHAENI 
S&l'.inan ~a'LlQ] d~ngm:i airuiny~ 
SE:KRETARIAT KPlJ 
- A'rE.N BA:N"iiftJM.AS 

.~~ ulrnm,. 

Ttd 

KETUA 

: Purwokerto 
: 29 April 2012 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

1. Demikian Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Banyumas, 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data 

Pemiiih daiam Pemiiihan Umum Bupati dan VVakii Bupati Kabupaten 

Banyumas Tahun 2013. 

2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

apabiia dikemudian hari terdapat kekeiiruan, akan diiakukan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

J. PENUTUP 

KPU Nomor 10 Tahun 2010. 
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a. KPU Kabupaten Banyumas dapat menetapkan berdasarkan 

peringkat berikutnya dari daftar hasil seleksi calon anggota KPPS. 

b. Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 7 orang, KPU Kabupaten 

Banyumas melaksanakan pembentukan KPPS sesuai Peraturan 
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